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SALttAN

BUPだ菫 LANG鯉
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPA礎 撚 NGKAT

NOMOR:  ユ
`   TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERttH

鶴 UPAttN LANGttT TttUN 20愈 2

DENGARIttHMAT ttHAN YANG MAHA ESA

BUPATi LANOKAT,

Mottittl》ξttlg i a.b滅 1罰「a ttsu轟 崚 黄菫撫銀  Pasd i4(v載  (1)IttξttFa曲

ⅣiCnteFi Dalaln Nesett Nottor 86 Ttthun 2017 Ten機 器Tata

Ctta   Perencanaan,   Penttndttial■    darl   Evttuasl

Pcコ筵barlgunttn Dacr懇, Tata Ctta Evを 重uasi RttCangan

R3ratu壼臨 Daef懇 蟄ntattg Renc遜=La Pemb鐵■重難
nan」 an:暴歌

Pattang Daerah daF■  RenCtta PembttgunallL 」態■≦暴a

Ⅳlenensah Dttrah, Setta Tatt Cara bttbahn Rencalla

pel筆banttnan  jantta  P即彎ang  Daef懇,  Renctta

pe塾換ba建騨 nan 」antta vieneng劉量 Daer懇 , dan RenCtta

Ketta PerI■era n藪期■ Daeran, 3apFda ■ittnyusLLn RenCana

pettbangttnan  ごantta  Pttang  DaeT轟,  Rencttna

PembarlgLLnan ごaFltt Meneng劇= Daerah, dan RenCtta
豫封a btterlntah Dttr轟 ;

b. bttwa untuk Renctta Ketta Pelmeri換 機 Daertth(RKPD)

sebagtt pedottan dtt pe贅筍高Lsunalll ttb彗鍮  Uttum

Anttaran (KUAI Sel唸a PI・ioritas d鎧 l Rttbn An摯雲ξ蓼雛

Semen協ピa(PPAS)Tttun 2022 dalam pettstlnaFI RAp臨 ひ

Ttthun 2029;
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C. bah、、ra berdasarkan pertirnbangan sebagaiinana dirnaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati  tentang  Rencana  Ketta  Pemerintah  Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2022;

undang― Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten― Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58);

Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Nomor 4286);

Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421):

Undang― Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perirrlbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-1」 ndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan bmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587)。 Sebagailnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang―

Undang  Nomor ll Tahun 2020 tentang Cipta Katta

(Lembaran Nettara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6673);

Peraturan Pemerintah pengganti Undang― Undang   No.1

Tahun 2020 tentang Keb」 akan kauangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandenli

Corona Virus Disease 2019 (COVid-19)dan/Atau Dalam

Rangka  Ⅳlenghadapi  Ancaman  Yang  membahavakan

Perekonornian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas  Sistem

Kauangan (L£ mbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2020 Nomor 87,Tambahanan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pen■indahan lbu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5。

6.

7.



1ヽ7ilaげah Kodya DatiII Bil可 ai ke Kota Stabat dalamヽVilttah

Kabupaten Dati H Langkat(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1982 Nomor 9);

8,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilttah Kolnmadya Dati II Bittai,

Kabupaten Dati H Langkat dan Kabupaten Dati H Deli

Serdang (1£ mbaran Negara Republik lndonesia Tahun

1986 Nomor ll, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3323):

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nornor 4817);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah(L£mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor  52,  Tarnbahan  Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Nomor 6323);

12.Peraturan Pemerintah NOmor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan  Penataan  Ruang (Lembaran  Negara

Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6633);

13.Peraturan Ⅳlenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan   Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana

Pembangunan 」angka Pattang Dacrah dan Rencana
Pembangunan」 angka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pemabnguanan 」angka A/1enengah
Daerah,dan Rencana Ketta Pernerintah Daerah.

14.Peraturan NIenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem lnforrnasi Pemerintahan Daerah;

15.Peraturan A/1enteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tcntang  Klasifikasi,  Kodcfikasi,  Dan  Nomenklatur
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Perencanaan  Pembangunan  Dan  Keuangan  Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nornor
1447);

16.Peraturan R/1enteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan IDaerah

17.Peraturan 3/1enteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020

tentang Pedoman Pen】 7uSunan Rencana Ketta Pemerintah

Daerah Tahun Tahun 2021

18.Peraturan Ⅳlenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah

(Beri桜l Negara RI Tahun 2020 NomOr 1781);

19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201l tentang Rencana

Pembangunan」 angka Pattang Daerah Kabupaten Langkat

Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat

Tahun 201l Nomor 01}:

20.Peraturan Daerah Nomor ll Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan 」angka Ⅳlenengah  Daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2019-2024(Lembar Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2019 Nomor 7 Tahun 2019)l

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA  KER」 A

PEⅣIERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalaln Peraturan Bupatiini yang dirnaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang rnenlimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3, Bupati adalah Bupati Langkat.
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4.Perangkat Daerah yang selattutnya disingkat PE)adalah unsur pembantu

Bupati dalaryl penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5。 Rencana Ketta Pemerintah Daerah yang selala」 utnya diSingkat RKPD

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka、 vaktu

l(Sattl)tahun;

6.Rencana Pembangunan 」angka Pattang Daerah yang selattutnya

disingkat RP」PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

untuk」angkaヽVaktu 20(dua puluh)tahun:

7.Rencana Pembangunan 」angka ⅣIenengah Daerah yang selalaJutnya

disingkat RP」 卜{D adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

untukjangka、 vaktu 5(lima)tahun;

8,Kebttakan Umurn APBD yang selan」 utnya disingkat KUA adalah dokurllen

yang memuat keb」 akan bidang pendapatan, belanJa dan pembittaan

serta asumsi yang rnendasarinya untuk periode l(satu)tahun.

9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selattutnya diSingkat PPAS

adalah rancangan prograrrl prioritas dan patokan batas maksilnal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setial program sebagai

acuan dalam penyusunan Rancangan Ketta dan Anggaran Satuan Ketta

Perangkat Daerah(RKA― SKPD)seteiah disepakati dengan DPRD.

10.Anggaran Pendapatan dan Belan」 a Daerah yang selattutnya disingkat

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetuiui Bersama olch Pemerintah Daerah dan DPRE)serta

ditetapkan dengan Peraturan]Daerah.

Pasa1 2

(1) RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan」angka

ⅣIenengah Daerah(RP」 MD)dan Rencana Pembangunan Jangka Pal■ Jang

Daerah(RP」 PD)

(2) RKPD sebagairnana diinaksud pada a_■ at(1)rnempunyai jangka waktu

pelaksanaan terhitung s● ak l 」anuari 2022 sampai dengan 31

Deserlaber 2022.

RKPD sebagaimana

sistematika :

BAB II

SISTEMATIKA RKPD

Pasa1 3

dilnaksud  dalam Pasa1  2  disusun dengan



Bab I    Pendahuluan

Bab II   Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian

Kinetta Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab II   Rancangan  Kerangka  Ekononli  Daerah  dan  Keb」 akan

Keuangan Daerah

Bab IV   Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab V   Rencana Progranl dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI   Penutup

(2) RKPD sebagaimana dilnaksud pada ttat (1) tercanturn dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasa1 4

(1) RKPD sebagaimana dirlllaksud dalanl Pasa1 2 memuat rancangan

kerangka ekononli, priOritas daerah pelnbangunan, rencana ketta dan

pendanaannya  yang  disustln  berpedoman  pada  Rencana  Ketta

Pemerintah (RKP)dan PrOgrarn Strategis Nasional yang ditetapkan

Pemerintah Pusat.

(2} RKPD Tahun 2022 sebagailnana dilnaksud dalanl Pasa1 2 1nettadi:

a. Pedornan bagi PD dalam rnenyusun Rencana Ketta PD (ReJtta― PD)

Tahun 2022.

b, Pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalarn menyusun Kebttakan

Umum Anggaran (KUA, serta PriOritas dan Piabn Anggaran

Sementara(PPAS)Tahun 2022.

c, Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah Tahun 2022.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

tsupaii derrgan Peireinpatanr:'va daiarn Ber-ita Daei'ah KaLrupateir Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggai  20´ ` 2021

BUPATI LヽNGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tangga1       2の ‐ 6  ́   2021

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR:..1貧 .… ………

Salinan scsuai dengan

UM,

ALI卜lAT ANぅ SH

NIP 19730803 200212 1 005
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